
YOGYA (KR) - HUT

ke-48 PDI Perjuangan

akan diperingati secara

serentak di seluruh Indo-

nesia pada 10 Januari

2021. Tema yang diangkat

‘Indonesia Berkepribadian

dalam Kebudayaan’. Se-

hubungan dengan hal ter-

sebut, DPC PDI Perjuang-

an Kota Yogyakarta akan

melaksanakan beberapa

kegiatan. 

Ketua Panitia HUT PDI

Perjuangan Kota Yogya-

karta GM Deddy Jati Se-

tyawan mengatakan,

rangkaian peringatan

HUT ke-48 PDI Perjuang-

an di Kota Yogya diawali

pemasangan atribut ben-

dera dan spanduk. Pada

hari H, struktural, kader

partai, anggota dan sim-

patisan akan mengikuti

acara peringatan HUT se-

cara virtual melalui zoom

meeting, bergabung de-

ngan pusat.

”Melalui zoom meeting,

kita akan menyimak pida-

to peringatan HUT dari

Presiden Joko Widodo dan

Ketua Umum PDI Per-

juangan Megawati Soe-

karnoputri. Ditargetkan

zoom meeting ini akan

memecahkan rekor MURI

sebagai zoom meeting de-

ngan peserta terbanyak.

Untuk DPC, kita akan

mengerahkan 1.000 peser-

ta,” terang Ketua Fraksi

PDI Perjuangan Kota

Yogyakarta ini kepada KR

di kantor DPC PDI Per-

juangan Kota Yogyakarta,

Jumat (8/1).

Setelah zoom meeting,

dilanjutkan tumpengan.

Rangkaian kegiatan pe-

ringatan HUT, antara lain

bakti sosial ‘bersih sungai’

di Sungai Winongo, Code

dan Gajahwong. Kemu-

dian, nyekar senior dan

tokoh partai, menanam

pohon, lomba content cre-

ative dan lomba desain

batik logo partai.

Menurut Deddy, seluruh

rangkaian kegiatan pe-

ringatan HUT partai di-

lakukan dengan meme-

nuhi seluruh ketentuan

protokol kesehatan. Ke-

giatan ini, lanjut Deddy

diharapkan semakin

memperkuat rasa cinta

tanah air dan rawat bumi

melalui gerakan penghi-

jauan dan bersih sungai.

Ia berharap seluruh struk-

tural, kader partai, anggo-

ta dan simpatisan PDI

Perjuangan serta masya-

rakat umum berpartisi-

pasi aktif dalam kegiatan. 
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YOGYA (KR) - Sektor pariwisata

sejauh ini masih menjadi salah satu

unggulan pendapatan asli daerah

(PAD) di Kota Yogya. Meski demikian,

Pemkot Yogya didorong mampu

memunculkan inovasi untuk menjaga

stabilitas PAD di tengah masa pande-

mi Covid-19.

Anggota Komisi B DPRD Kota

Yogya Rifki Listianto, menilai seba-

gian besar inovasi yang diluncurkan

Pemkot Yogya berhubungan langsung

dengan layanan publik. ”Sebaliknya,

inovasi yang bersifat internal dalam

upaya meningkatkan PAD masih

belum terbangun. Adanya perubahan

kelembagaan organisasi perangkat da-

erah (OPD) bisa menjadi momentum

inovasi PAD,” katanya, Jumat (8/1).

Tidak dapat dipungkiri, kondisi pan-

demi menjadi pukulan berat bagi in-

dustri pariwisata. Kota Yogya yang ti-

dak memiliki sumber daya alam dan

sangat bergantung pada sektor jasa

pun sangat terdampak. Pajak hotel dan

restoran yang setiap tahun cukup dian-

dalkan, kini harus ada rasionalisasi.

Meski demikian, Rifki berharap OPD

yang bersinggungan dengan PAD tidak

berlindung dibalik kondisi pandemi.

Justru kini harus terbiasa melakukan

inovasi-inovasi kegiatan agar target

potensi PAD bisa selalu dicapai. ”Pada

tahun anggaran 2020 realisasi PAD

memang bisa melampaui target. Se-

puluh jenis pajak daerah sampai akhir

tahun lalu di atas 100 persen. Tetapi

target itu hasil rasionalisasi dan jauh di

bawah potensi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, perlu ada upaya op-

timalisasi pendapatan untuk meng-

ganti pajak hotel dan restoran yang

mengalami penurunan secara sig-

nifikan. Optimalisasi yang dimaksud

bukan berarti menaikkan nilai pajak

di sektor lain karena bisa menambah

beban masyarakat. Akan tetapi bisa

dimulai dengan intensifikasi dan ek-

stensifikasi wajib pajak daerah. ”Ke-

ringanan pajak harus tetap diberikan,

terutama bagi wajib pajak yang sela-

ma ini taat aturan. Tetapi jika ada

celah kebocoran pajak daerah, itu

harus dikejar,” tandasnya.

Begitu pula dari aspek regulasi. Sis-

tem pajak berbasis elektronik atau e-

tax perlu digarap lebih serius. Hal ini

agar celah kebocoran pajak bisa sema-

kin ditekan serta target pajak selaras

dengan potensi. Pasalnya, semakin

tinggi pendapatan daerah dari sektor

pajak maka imbasnya ke masyarakt

juga akan semakin besar.          (Dhi)-f

JANGAN BERLINDUNG DI BALIK PANDEMI

Pemkot Didorong Munculkan Inovasi untuk PAD

PEMDA DIY TERBITKAN SE PRESENSI

Tak Ganggu Layanan, WFH Bukan Berarti Libur

”Meski diterapkan kebi-

jakan WFH, bukan berarti

para pegawai (ASN) libur.

Karena mereka akan tetap

bekerja di rumah sesuai de-

ngan ketugasannya masing-

masing. Adapun untuk

layanan publik yang esen-

sial seperti Rumah Sakit

dan BPBD serta beberapa

lainnya, tidak ada WFH,”

kata Kepala Badan Kepe-

gawaian Daerah (BKD)

DIY, Amin Purwani dalam

konferensi pers secara dar-

ing, Jumat (8/1).

Amin mengungkapkan,

untuk pelaksanaan (pemba-

gian) WFH 50 persen terse-

but, diserahkan sepenuh-

nya kepada masing-masing

kepala OPD. Begitu pula

untuk pengawasan, Kepala

OPD harus tetap bisa

memastikan target tercapai

meski pegawainya WFH. 

Selain itu untuk men-

dukung pelaksanaan WFH,

Pemda DIY juga mener-

bitkan SE terkait tata cara

Presensi bagi ASN. ”SE ini

berisi mekanisme dan tata

cara presensi yang berlaku

bagi seluruh ASN di ling-

kungan Pemda DIY, baik

PNS, CPNS, maupun tena-

ga bantu. SE ini sebagai tin-

dak lanjut SE Gubernur

DIY yang sudah menetap-

kan pengaturan WFH (work

from home) 50 persen bagi

ASN Pemda DIY,” jelas

Amin.

Sementara, menurut Wa-

likota Yogya Haryadi Su-

yuti, kebijakan WFH de-

ngan kapasitas 50 persen ti-

dak hanya berlaku bagi

perkantoran negeri melain-

kan juga swasta. Aturan

menyangkut kebijakan pe-

ngetatan secara terbatas

kegiatan masyarakat terse-

but sudah dituangkan da-

lam SE walikota yang

berlaku 11-25 Januari 2021.

”Dasarnya kan sudah ada

instruksi Gubernur yang ju-

ga didasarkan pada instruk-

si Menteri Dalam Negeri

(Mendagri). Pada dasarnya

kita siap menjalankan in-

struksi tersebut. Harapan

saya masyarakat menjaga

diri untuk tidak beraktivi-

tas di luar tapi tingkatkan

aktivitas di rumah yang se-

hat dan produktif,” papar

Walikota Yogya Haryadi

Suyuti, Jumat (8/1).

Menurut Haryadi, pen-

duduk Kota Yogya sebetul-

nya hanya sekitar 450.000

jiwa. Akan tetapi aktivitas

yang terjadi di Kota Yogya

bisa mencapai dua kali lipat

lebih atau sekitar 1,2 juta ji-

wa. Oleh karena itu, pro-

tokol yang diterapkan

dalam pengetatan secara

terbatas kegiatan masyara-

kat itu bukan regulasi dari

pemerintah kepada masya-

rakat melainkan perilaku

individu. 

Wakil Walikota Yogya

Heroe Poerwadi, menam-

bahkan koordinasi tingkat

akhir untuk penerapan

pengetatan kegiatan ma-

syarakat sudah ia lakukan

bersama lintas daerah di

DIY. Sehingga sudah ada

kesamaan seluruh aturan

yang ada di tiap daerah su-

paya masyarakat memiliki

panduan yang pasti.

Diakuinya, kebijakan

WFH 50 persen berlaku un-

tuk semua unsur di tingkat

pemerintahan maupun

swasta. Teknis pelaksana-

annya pun disesuaikan de-

ngan kebijakan pengelola.

Selain WFH, pembatasan

juga diberlakukan untuk

ruang publik, restoran,

pusat perbelanjaan, tempat

wisata hingga kegiatan ma-

syarakat. Seluruh kegiatan

itu harus sudah berakhir

pukul 19.00 WIB serta pe-

ngunjung maksimal hanya

25 persen dari kapasitas.

Khusus untuk kegiatan ma-

syarakat di ruang umum

paling banyak diisi oleh 50

orang dengan protokol kese-

hatan yang ketat. Sedang-

kan layanan makanan

melalui pesan antar atau

dibawa pulang, tetap di-

izinkan sesuai jam operasio-

nal.

Sementara itu Kepala

Pelaksana Badan Penang-

gulangan Daerah (BPBD)

DIY Biwara Yuswantana

menegaskan, aktivitas per-

kantoran di lingkungan

BPBD DIY tetap normal

seperti hari-hari biasanya

pada saat diberlakukannya

PTKM tersebut.
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HUT KE-48 PDI PERJUANGAN

Digelar Berbagai Kegiatan

YOGYA (KR) - Menindaklanjuti Instruksi Gubernur (Ingub) soal
Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), Pemda
DIY memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) 50 persen
bagi kantor pemerintah, selama kebijakan PTKM diberlakukan (11 -
25 Januari) . Kendati WFH diterapkan dipastikan tidak akan meng-
ganggu layanan publik. Bahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
DIY menegaskan, WFH bukan berarti libur. Karena ASN dan pe-
gawai Pemda DIY akan tetap bekerja memenuhi target yang sudah
ditentukan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  

KR-Riyana Ekawati

Amin Purwani

KR-Devid Permana

GM Deddy Jati Setya-

wan


